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Iskandar, Yusuf. Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum 
Perdata di Indonesia. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 
Universitas Pancasakti Tegal. 2019. 
Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat 
lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan harta 
kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan 
berlangsung. Ada kalanya calon pasangan suami isteri sebelum melangkah ke jenjang 
perkawinan membuat suatu perjanjian kawin atau perjanjian pra nikah. 
Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) mendeskripsikan ketentuan hukum 
perjanjian pra nikah dalam hukum perdata di Indonesia, 2) mengetahui akibat hukum 
terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah. Penelitian ini merupakan 
penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian yuridis 
normatif. Sumber data utama penelitian adalah data sekunder barupa bahan hukum 
bukan data atau fakta sosial. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara library research meliputi studi dokumen dan studi kepustakaan dan 
dianalisis dengan normatif kualitatif.   
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan hukum perjanjian pra 
nikah dalam hukum perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Pasal 139-154. Menurut KUH Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus 
dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan. Bentuk dari perjanjian 
perkawinan ini antara lain perjanjian kawin dengan kebersamaan untung rugi, 
perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta 
kekayaan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas 
hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan 
dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat 
dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan 
perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Akibat hukum terhadap harta perkawinan 
dari perjanjian pra nikah, yaitu perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri, 
perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan, dan perjanjian hanya dapat 
diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan 
kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. 
Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian 
menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat-syarat khusus menurut Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, (telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan) 
harus dipandang berlaku sesuai dengan undang-undang bagi pihak yang berjanji. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di 
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.  
 





Iskandar, Yusuf. Juridical Review of Pre-Marriage Agreements in Civil Law 
in Indonesia. Skripsi. Tegal. Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti Tegal 
University. 2019. 
Marriage between a man and a woman has both physical and mental 
consequences on their families, society and the assets obtained between them both 
before and during the marriage. There are times when a prospective spouse before 
stepping into the marriage level makes a marriage agreement or prenuptial agreement. 
The purpose of this study is to: 1) describe the legal provisions of prenuptial 
agreements in civil law in Indonesia, 2) determine the legal consequences of marital 
assets from prenuptial agreements. This research is a library research with a normative 
juridical research approach. The main data source of research is secondary data such 
as legal material, not data or social facts. Data collection methods in this study were 
carried out by means of library research including document studies and literature 
studies and analyzed with qualitative normatives. 
The results of the study concluded that the provisions of the law of prenuptial 
agreements in civil law in Indonesia are regulated in the Civil Code Article 139-154. 
According to the Civil Code that a marriage agreement must be made with a notarial 
deed held before the marriage. The form of this marriage agreement includes a 
marriage agreement with a profit and loss togetherness, a marriage agreement with a 
joint yield and the elimination of the togetherness of assets. The agreement cannot be 
ratified if it violates the legal, religious and moral boundaries. The agreement is valid 
since the marriage took place. During the marriage the agreement cannot be changed, 
except if from both parties there is an agreement to amend and the change is not 
detrimental to the third party. Legal consequences for marital property from prenuptial 
agreements, namely agreements to bind the husband and wife, agreements to bind 
third parties concerned, and agreements can only be changed with the agreement of 
both the husband and wife, and do not harm the interests of third parties, and are 
endorsed by employees marriage registrar. A marriage agreement that fulfills the 
conditions regarding the validity of the agreement according to Article 1320 of the 
Civil Code and special conditions according to Article 29 of Law Number 1 of 1974, 
(has been ratified by the marriage registrar) must be considered valid according to the 
law for the parties to the party promise me. 
Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the Faculty of 
Law, University of Pancasakti Tegal. 
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 Menikah bukan kontrak perjanjian, melainkan persembahan diri tanpa syarat. 
(Shandy Tan) 
 Sejarah adalah suatu perjanjian di antara orang yang sudah meninggal, mereka 
yang masih hidup, dan mereka yang belum dilahirkan. (Edmund Burke) 
 Membuat perjanjian, bukan dengan pedang, adalah hanya kata-kata. (Thomas 
Hobbes) 
 Membuat rencana adalah mudah, membuat rencana yang baik tidak semudah itu. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah dalam membina rumah 
tangga dan keluarga bahagia, dimana kedua suami isteri memikul amanah dan 
tanggung jawab. Suatu perkawinan sukses tidak dapat diharapkan dari mereka 
yang masih kurang matang dalam menikah, perkawinan dituntut kedewasaan dan 
tanggung jawab serta kematangan psikis dan mental. Oleh karena itu suatu 
perkawinan haruslah diawali dengan suatu persiapan matang.  
Perkawinan dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa 
perkawinan adalah ”ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan Pasal 2 
Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (mistaqan 
ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
sangat kuat atau mitsaqan ghalizhaan untuk menaati perintah Allah 
melaksankannya merupakan ibadah. Subtansi yang terkandung dalam syariat 
perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan 
kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku 
perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.1 
                                                            
1 Hasan, Mustofa, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 13. 
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Nikah dalam hukum Islam merupakan suatu akad yaitu akad yang 
menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan 
kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang 
dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan 
bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka 
hendaknya kedua calon suami isteri terlebih dahulu melakukan akad nikah. 
Akad perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan 
mengandung akibat-akibat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena 
itu, pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang 
sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapa yang 
mengetahuinya atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah 
dilaksanakannya.2 
Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam yang 
tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Hukum perkawinan ingin 
mewujudkan perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan 
memiliki nilai transedental dan sakral. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria 
dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap 
keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang 
diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.  
Mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan kekal untuk 
selama-lamanya dalam suatu pertalian lahir dan bathin antara dua pribadi, maka 
                                                            
2 Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada 
Kendana Media Group, 2006, hlm. 42. 
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pada dasarnya setiap perkawinan diperlukan harta yang menjadi dasar materiil 
bagi kehidupan keluarga. Di dalam suatu perkawinan, masalah harta perkawinan 
sering kurang mendapat perhatian oleh sepasang suami isteri. Sebab mereka dalam 
melaksanakan perkawinan adalah untuk selamalamanya. Mereka berfikir bahwa 
perkawinannya akan langgeng dan tidak akan ada masalah serta kehidupan dan 
hubungan antara suami isteri selalu berjalan dengan mesra. Sehingga mereka tidak 
mempersoalkan hak yang satu terhadap hak yang lain. Pembatasan mengenai apa 
yang menjadi milik suami, apa yang menjadi milik isteri dan apa yang menjadi 
milik mereka bersama belum menarik perhatian mereka. Tetapi bila ternyata 
perkawinan tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan kemudian bercerai, mereka 
baru mempersoalkan masing-masing haknya, terutama mengenai pembagian harta 
perkawinan.  
Tidak selamanya perkawinan berjalan dengan apa yang diharapkan yaitu 
terwujudnya kehidupan keluarga yang damai dan kekal dalam arti keluarga 
sakinah, mawaddah dan mawarahman. Ketidakcocokan satu sama lain seringkali 
baru terjadi pada saat mengarungi bahtera perkawinan. Terkadang ada rasa 
kekhawatiran pasangan suami istri atas hal-hal yang mungkin terjadi dalam rumah 
tangga mereka yang berujung perceraian. Akibat-akibat hukum atas perceraian 
tentu saja membayangi terutama menyangkut harta yang mereka bawa ke dalam 
perkawinan dan diperoleh sepanjang perkawinan. Sehingga ada kalanya calon 
pasangan suami isteri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan membuat suatu 
perjanjian kawin atau perjanjian pra nikah. 
Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan 
perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka 
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berdua dan anak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut 
Undang-Undang Perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata 
saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau 
tidaknya suatu perkawinan tolak ukur sepenuhnya ada pada hukum masing-masing 
agama dan kepercayaan yang dianutnya. 
Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara 
calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan,3 perjanjian 
tersebut menjadi jaminan kepastian agar kelak bila terjadi perceraian tidak ada 
yang dirugikan dan berisikan poinpoin yang disetujui kedua belah pihak. 
Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh 
seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau 
sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian 
perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama 
berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu 
hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, 
bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk 
dilaksanakan.4 
Pada hakekatnya perjanjian pra-nikah adalah sebuah perjanjian yang dibuat 
oleh calon mempelai sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk 
mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Perjanjian ini mengikat 
                                                            
3 Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, Marthalena, Hukum Orang dan Keluarga, (Personen 
En Familie Recht), Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2008, hlm. 74. 
4 Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenademia 
Group, 2006, hlm. 146. 
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kedua calon mempelai dan berisi masalah pembagian harta kekayaan masing-
masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak sehingga bisa 
dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh 
kematian. Perjanjian ini terkesan sebagai perjanjian yang seolah-olah mendoakan 
terjadinya perpisahan antara pasangan calon mempelai. Namun, tidak ada orang 
yang bisa memastikan apa yang akan terjadi dan menimpa orang lain. Sehingga 
meski berkesan tidak mendukung kukuhnya bahtera rumah tangga yang dibangun 
seseorang, perjanjian ini sama-sama melindungi harta pribadi baik dari pihak 
suami atau istri nantinya bila terjadi perceraian atau kematian. 
Perkawinan ditinjau dari kacamata hukum merupakan suatu bentuk 
perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan di mana setelah 
perjanjian perkawinan mengikat hak-hak dan kewajiban antara pihak suami dan 
isteri di mana apabila salah satu hak atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka 
pihak yang lain dapat mengajukan gugatan cerai. Perjanjian harta bersama pra 
nikah ini biasanya dibuat di hadapan Notaris sebagai suatu akta perjanjian 
sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila salah satu pihak di 
kemudian hari ternyata wanprestasi. Oleh karena itu, di sini peran notaris sangat 
menentukan dalam perumusan perjanjian tersebut.  
Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian 
perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak 
diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka 
di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan. Perjanjian 
pra nikah tentunya mempunyai fungsi dalam perspektif tujuan hukum yakni 
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keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang telah diatur dalam Pasal 29 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan 
bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas 
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh 
Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak 
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. 
Masih sedikit calon pengantin yang memandang perjanjian perkawinan 
sebagai sesuatu yang positif dikarenakan masih dianggap tabu dan larangan di 
masyarakat di sebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap perjanjian 
perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak 
sesuai budaya orang timur yang penuh etika.5 Perjanjian pra nikah antara lain 
merupakan perjanjian mengenai harta bersama yang diatur apabila calon suami 
dan calon isteri tersebut telah menikah kelak.  
Dibuatnya perjanjian perkawinan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan 
preventif apabila terjadi perceraian, Perjanjian perkawinan akan mempermudah 
masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut 
perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa 
dihindari. Perjanjian pranikah dalam perkembangannya tidak hanya mengatur 
semata-mata masalah harta namun apapun selama tidak bertentangan dengan 
hukum, agama dan kesusilaan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik 
mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra 
Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia.” 
                                                            
5 Faradz, Haedah, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, Jurnal Dinamika Hukum 8, 
No. 3 (September 2008), hlm. 251. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 
dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum perdata di 
Indonesia? 
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra 
nikah? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 
di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan aturan hukum perjanjian pra nikah dalam hukup 
perdata di Indonesia. 
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra 
nikah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan 
bermakna bagi pengembangan ilmu hukum, baik secara teoretis maupun praktis 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan 
hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk 
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mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam 
dunia hukum, terutama hukum perdata mengenai perjanjian pranikah. 
2. Manfaat Praktis 
Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang hukum perjanjian 
pranikah dan akibat hukumnya serta dapat mensosialisasikan kepada 
masyarakat agar dapat mengubah cara pandang dalam menanggapi manfaat 
dari perjanjian perkawinan. 
 
E. Tinjauan Pustaka  
Annisa Istrianty dan Erwan Priambada (2015) Akibat Hukum Perjanjian 
Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. Privat Law Vol. III 
No 2 Juli-Desember 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat 
hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan 
berlangsung. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif 
dengan menggunakan data sekunder sebagai data utamanya.  
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan yang 
dilakukan setelah perkawinan berlangsung berakibat bahwa perjanjian tersebut 
batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang–undangan 
mengenai perjanjian perkawinan serta tidak memenuhi syarat objektif sahnya 
suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian yang tidak 
memenuhi syarat objektif maka disebut batal demi hukum. Batal demi hukum 
artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian 
dan tidak pernah ada suatu perikatan. 
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Filma Tamengkel (2015) Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah 
(Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan. Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode kepustakaan atau 
library research. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 
Penelitian ini menunjukkan masih banyak terdapat kekuarangan, selain 
pengaturan perjanjian kawin dalam UUP tidak selengkap KUH Perdata terdapat 
juga kekurangan lain, khususnya pasal yang mengatur tentang Perjanjian kawin. 
Itu tampak dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada ayat 4 
dikatakan bahwa “perjanjian tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan dari para 
pihak”. Hal ini bisa membuat keluasan bagi para pihak bisa seenaknya dalam 
membuat perjanjian, karena jika diubah pada saat perkawinan sudah 
dilangsungkan maka bukan Perjanjian Pra Nikah lagi namanya dan hal tersebut 
bisa berpengaruh terhadap anak. Dan hal lain juga bahwa UUP masih 
menghidupkan dualisme hukum. Hal yang paling serius juga ialah tentang 
kesadaran masyarakat luas yang masih sangat kurang akan pentingnya Perjanjian 
Pra Nikah itu, dimana dengan Perjanjian Pra Nikah maka masing-masing pihak 
yang akan menikah bisa melindungi bukan hanya harta benda mereka tapi juga 
mengenai status sosial mereka ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti 
perceraian. Dan juga masih banyak anggapan bahwa Perjanjian Pra Nikah itu 
merupakan hal yang bisa mencemari arti penting dari perkawinan. Itu ditandai 
dengan masih banyak penolakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh 
masyarakat secara luas tentang Perjanjian Pra Nikah ini. 
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Penelitian tentang perjanjian perkawinan juga ditulis oleh Sukardi (2016) 
Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, 
Jurnal Khatulistiwa, Journal of Islamic Studies, Volume 6 Nomor 1 Maret 2016. 
Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan 
penilaian dan tinjauan mendalam tentang perjanjian renungan, apakah perjanjian 
itu sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia melalui 
koleksi buku dan bahan tentang perjanjian pranikah. Sifat dari penelitian ini adalah 
studi literatur yang bertujuan untuk menguji dan mempelajari sejumlah literatur 
melalui analisis perjanjian pranikah. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa perjanjian pranikah di Indonesia 
dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku pada masing-masing pihak (suami-
istri) keduanya, berdasarkan KUH Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian pranikah tidak wajib. Perjanjian 
perkawinan secara formil serupa dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, 
sedang perbedaannya adalah mengenai isi atau objek dari perjanjian itu sen diri. 
Persamaan utama adalah bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh pejabat 
berwenang baik Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah maupun Pejabat Catatan 
Sipil. Ketentuan perjanjian perkawinan dalam konsep KUH Perdata pada 
prinsipnya mengenai harta benda/kekayaan, sedangkan ketentuan perjanjian 
perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 secara eksplisit 
tidak menyebutkan obyeknya mengenai apa saja sehingga dapat disimpulkan 
bahwa perjanjian tersebut dapat mengenai berbagai hal, selama tidak bertentangan 
dengan batas -batas hukum, agama dan kesusilaan. Adapun ketentuan yang ada 
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dalam Kompilasi Hukum Islam menurut penyusun sangat jelas mengenai 
obyeknya, yaitu berupa ta’lik talak, pencampuran harta pribadi dan pemisahan 
harta pencaharian. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), 
yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya dapat 
diperoleh melalui penelusuran dokumen. Penelitian pustaka yaitu dengan 
menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, 
kitab-kitab dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung 
dengan tema ini. 
2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan. Pendekatan ini dikaitkan dengan pasal-pasal yang 
terdapat dalam peraturan perundang-undangan.6 Penelitian normatif 
merupakan penelitian dengan meninjau permasalahan hukum secara normatif. 
Penelitian dilakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu hanya menggambarkan 
secara sistematis fakta-fakta terhadap permasalahan yang telah dikemukakan 
dengan tujuan membatasi kerangka studi kepada analisis atau suatu klasifikasi 
tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa atau teori-teori.7 
                                                            
6 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, 
hlm. 35 
7 Syahrin, Alvi, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan 
Pemukiman Berkelanjutan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hlm. 17. 
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3. Sumber Data  
Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum 
bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif 
yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat 
normatif.8 Data penelitian yaitu data sekunder, sumber-sumber penelitian 
hukum terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier (non hukum). 
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi hal-
hal sebagai berikut :  
a. Bahan Hukum Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 
Dokumen Perjanjian Pranikah. 
b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan 
hukum primer, yaitu kepustakaan berupa buku literatur yang membahas 
mengenai perjanjian pra nikah, makalah, jurnal penelitian hukum dan 
lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.  
c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-
bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti kamus 
hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel dan laporan-laporan 
dari media massa (Surat kabar, jurnal hukum, majalah dan sebagainya). 
4. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama berupa 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier untuk 
                                                            




memperoleh data yang relevan guna menjawab permasalahan yang ada yakni 
dalam penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara library research meliputi studi dokumen dan studi kepustakaan 
yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan 
diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan 
konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran 
konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah 
lainnya. 
Guna melengkapi data, selain data sekunder sebagai data utama juga 
digunakan studi kepustakaan yaitu pencarian data yang didasarkan bukti-bukti 
yang kuat yang dilakukan dengan cara mempelajari beberapa peraturan 
perundang-undangan, literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. 
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar atau landasan yang bersifat 
teoritis dari hukum perjanjian pra nikah untuk kepentingan analisis. 
5. Metode Analisis Data 
Data yang dikumpulkan, dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya 
dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan cara 
menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori hukum, peraturan perundang-
undangan dan pengertian hukum berkaitan aturan hukum perjanjian pra nikah 
dan akibat hukumnya terhadap harta perkawinan. 
Data yang dianalisis secara kualitatif, dengan kata lain bahwa analisis 
data lebih mengutamakan aspek menyeluruh dan mendalaminya dengan data 
yang bersangkutan, dari data yang sudah dikumpulkan akan dipilah-pilah 
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untuk memperoleh pasal-pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang 
mengatur masalah perjanjian pra nikah. 
 
G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika penulisan skripsi memuat urut-urutan penulisan penelitian 
dalam skripsi. Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis 
menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
Bab I. Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
Bab II. Tinjauan Pustaka, dalam bab ini dikemukakan tinjauan umum 
tentang perkawinan meliputi: pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, 
tujuan perkawinan; tinjauan umum tentang perjanjian pra nikah, meliputi: 
pengertian perjanjian pada umumnya, pengertian perjanjian pra nikah, ruang 
lingkup perjanjian pra nikah, tujuan perjanjian pra nikah, sebab-sebab terjadinya 
perjanjian pra nikah, proses penerapan perjanjian pra nikah. 
Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam hal ini akan dijelaskan 
hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketentuan hukum perjanjian pra nikah 
dalam hukum perdata di Indonesia dan akibat hukum terhadap harta perkawinan 
dari perjanjian pra nikah. 
Bab IV. Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan 
diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL  
 
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan  
1. Pengertian Perkawinan  
Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berati 
membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau 
bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti 
mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.9 Sedangkan 
menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada 
semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.10 
Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada 
makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Semua yang 
diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk 
yang paling sempurna yakni manusia. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat 
melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia 
disebabkan oleh adanya perkawinan. Akan tetapi jika perkawinan manusia tidak 
didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh 
bentuk-bentuk perzinaan sehingga manusia tidak berbeda dengan ninatang yang 
tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.11 
Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni 
laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas 
                                                            
9 Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group, 2003, hlm. 8. 
10 Ibid, hlm. 10. 
11 Saebani, Beni Ahmad, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, Bandung: 
Pustaka Setia, 2007, hlm. 14. 
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nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang 
sakinah, tenteram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk 
menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya 
bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Antara lain Quran dan As Sunnah yang 
sifatnya global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu 
negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum 
negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. 
Perkawinan amat penting sebagai suatu bentuk perikatan karena makna 
yang terkandung dalam perkawinan itu sendiri. Dalam hukum Islam dikemukakan 
tentang makna perkawinan dalam praktik, antara lain: 
a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 
b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih 
sayangnya. 
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. 
d. Menambahkan kesungguhan untuk bertanggung jawab.12 
Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila memenuhi dua kebutuhan pokok 
yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah seperti 
sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan yang termasuk 
kebutuhan rohaniah seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka 
sendiri. Pengertian perkawinan antara lain terdapat di dalam peraturan perundang-
undangan sebagai berikut:  
 
                                                            
12 Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Prenada Media 
Group, 2008, hlm. 109 
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a. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan tertulis dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa 
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini 
berarti bahwa perkawinan adalah: 
1) Berlangsung seumur hidup. 
2) Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir. 
3) Suami-istri membantu untuk mengembangkan diri. 
Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila memenuhi dua kebutuhan 
pokok yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah. Yang termasuk 
kebutuhan jasmaniah seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan 
pendidikan. Sedangkan yang termasuk kebutuhan rohaniah seperti seorang 
anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri. 
b. Perkawinan menurut Hukum Islam  
Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam 
masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara 
seorang laki-laki dengan seorang wanita.13 Prawirohamidjojo menyatakan 
bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan 
                                                            
13 Salim, H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 61 
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wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan 
kebanyakan religius. Pendapat lain disampaikan oleh Subekti bahwa 
perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan untuk waktu yang lama.14 
Ketentuan tentang perkawinan menurut hukum Perdata Barat sangat 
berbeda dengan Hukum Islam. Perkawinan yang dalam istilah hukum Islam 
disebut nikah ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan 
diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin 
antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah 
pihak yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang 
diridloi oleh Allah.15 
Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan 
Aminudin, terdiri atas beberapa definisi,16 Ulama Hanafiyah mendefinisikan 
pernikahan sebagai suatu akad yang berguna memiliki mut’ah dengan sengaja. 
Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota 
badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Ulama Syafi’iyah 
mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad menggunakan lafazd nikah 
atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, 
seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. 
Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad 
yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak 
mewajibkan adanya harga. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan 
                                                            
14 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2000, hlm. 23. 
15 Kuzari, Ahmad, Nikah sebagai Perikatan, Jakarta:, RajaGrafindo, 1995, hlm. 8 
16 Abidin, Slamet & Aminudin, Fiqh Munakahar, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm.10 
19 
 
adalah akad dengan menggunakan lafazd inkah atau tarwij untuk mendapatkan 
kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang 
perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik 
yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh 
karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai 
kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga 
sakinah mawadah warahmah di dunia. 
Perkawinan merupakan akad antara calon suami istri untuk memenuhi 
hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariah. Dengan akad itu kedua calon 
akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. Hukum Islam menggambarkan 
sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang berbeda jenis yaitu 
ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan dalam hukum Islam dinamakan dengan 
miisyaaqn gholiidho, yaitu suatu ikatan janji yang kokoh. Oleh karena itu, 
suatu ikatan perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi tanpa melalui beberapa 
ketentuan.17 
Hukum Islam memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh 
perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah 
tangga dan umat. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa perkawinan 
bukanlah hanya sekedar ‘aqad (perjanjian) dan persetujuan biasa, cukup 
diselesaikan dengan ijab qabul dan serta saksi, sebagaimana persetujuan-
persetujuan lain. Melainkan persetujuan itu ditingkatkan menjadi mitsaq, 
piagam perjanjian, persetujuan dan ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan 
sanubari, pertanggungjawabannya untuk terus memelihara dan memenuhinya, 




biar bagaimanapun jua pun kesukaran rintangan yang dihadapinya. Perkawinan 
dinyatakan oleh Allah sebagai suatu ikatan yang teguh dan janji yang kuat, 
sukar untuk membuka dan menanggalkannya. 
Perkawinan amat penting sebagai suatu bentuk perikatan karena makna 
yang terkandung dalam perkawinan itu sendiri. Dalam hukum Islam 
dikemukakan tentang makna perkawinan dalam praktik, antara lain sebagai 
berikut: 
1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 
2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan 
kasih sayangnya. 
3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan 
4) Menambahkan kesungguhan untuk bertanggung jawab.18  
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
sangat kuat atau mitsaqan ghalizhaan untuk menaati perintah Allah 
melaksankannya merupakan ibadah. Subtansi yang terkandung dalam syariat 
perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan 
kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku 
perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.19 
Nikah dalam hukum Islam merupakan suatu akad yaitu akad yang 
menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan 
kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang 
dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang 
                                                            
18 Tutik, Titik Triwulan, Op Cit., hlm. 109. 
19 Hasan, Mustofa, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 13. 
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perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, 
maka hendaknya kedua calon suami isteri terlebih dahulu melakukan akad 
nikah. 
Akad perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting 
dan mengandung akibat-akibat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh 
karena itu, pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan 
dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh 
siapa yang mengetahuinya atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu 
telah dilaksanakannya.20 
 
2. Syarat-syarat Perkawinan 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk 
dapat melangsungkan perkawinan maka harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut:  
a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). 
b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun 
harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). 
c. Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak 
mampu menyatakan kehendaknya izin cukup diperoleh dari orang tua yang 
masih hidup/mampu menyatakan (Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan). 
                                                            
20 Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada 
Kendana Media Group, 2006, hlm. 42. 
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d. Dalam hal kedua orang tua meninggal/tidak mampu menyatakan kehendak, 
izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai 
hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas (Pasal 6 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). 
e. Dalam hal ada perbedaan pendapat maka pengadilan dapat memberikan izin 
setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut. 
Selain hal-hal tersebut harus dipenuhi, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan 
dilarang apabila: 
a. Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas. 
b. Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping. 
c. Ada hubungan darah semenda, mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. 
d. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku 
dilarang kawin. 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat 
pokokdemi sahnya suatu perkawinan, antara lain syarat materiil dan syarat formil, 
sebagai berikut: 
a. Syarat Materiil, disebut juga dengan syarat inti atau internal yaitu syarat yang 
menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan 
izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiuga dalam hal-hal yang 
ditentukan oleh undang-undang antara lain pihak-pihak calon mempelai dalam 
keadaan tidak kawin, mass pihak harus mencapai umur yang ditentukan 
undang-undang, laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun, seorang wanita 
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tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak 
bubarnya perkawinan, harus ada izin dari pihak ketiga, dengan kemauan yang 
bebas, tidak ada yang memaksa. 
b. Syarat Formil, Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan maka harus dipernuhi 
syarat-syarat sebagai berikut:  
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun 
harus mendapat izin kedua orang tua. 
3) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak 
mampu menyatakan kehendaknya izin cukup diperleh dari orang tua yang 
masih hidup/mampu menyatakan. 
4) Dalam hal kedua orang tua meninggal/tidak mampu menyatakan kehendak, 
izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai 
hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas. 
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat maka pengadilan dapat memberikan 
izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut. 
Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata memliki beberapa 
asas antara lain: 
a. Perkawinan berasaskan monogami dan melarang poligami. 
b. Undang-undang hanya mengenal perkawinan di dalam hubungan perdatanya, 
yaitu dilakukan di muka Kantor Catatan Sipil. 
c. Perkawinan dilakukan dengan persetujuan antara seorang pria dan seorang 
wanita di dalam bidang hukum keluarga. 
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d. Perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki 
undang-undang. 
e. Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan pada ketentuan undang-undang. 
f. Perkawinan berakibat terhadap hak dna kewajiban suami istri. 
g. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah sehingga 
melahirkan hak dan kewajiban terhadap keturunannya. 
h. Perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami istri.21 
Sedangkan sahnya sebuah perkawinan menurut peraturan perundang-
undangan dan hukum Islam adalah sebagai berikut:  
a. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
untuk dapat melangsungkan perkawinan maka harus dipenuhi hal-hal berikut:  
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 
(Pasal 6 ayat (1)). 
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun 
harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2)). 
3) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak 
mampu menyatakan kehendaknya izin cukup diperoleh dari orang tua yang 
masih hidup/mampu menyatakan (Pasal 6 ayat (3)). 
4) Dalam hal kedua orang tua meninggal/tidak mampu menyatakan kehendak, 
izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai 
hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas (Pasal 6 ayat (4)). 
                                                            
21 Afandi, Ali, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut KUH Perdata 
(BW), Jakarta: Bina Aksara, 1986, hlm. 96. 
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5) Dalam hal ada perbedaan pendapat maka pengadilan dapat memberikan 
izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut. 
Selain hal-hal tersebut harus dipenuhi, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu perkawinan antara laki-laki dan 
perempuan dilarang apabila: 
1) Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas. 
2) Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping. 
3) Ada hubungan darah semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 
ibu/bapak tiri. 
4) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 
berlaku dilarang kawin. 
b. Sahnya Perkawinan menurut Hukum Islam  
Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa untuk 
melaksanakan perkawinan harus ada: 1) Calon suami, 2) Calon isteri, 3) Wali 
nikah, 4) Dua orang saksi, dan 5) Ijab dan kabul. Kemudian mengenai calon 
mempelai suami dan isteri diatur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam 
sebagai berikut:  
1) Untuk kemashlahatan keluarga, perkawinan hanya boleh dilaksanakan bagi 
yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan yani calon suami 18 tahun 
dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun. 
2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umum tersebut harus 
mendapat ijin sesuai dengan Pasal 6 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang 




3. Tujuan Perkawinan 
Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam 
rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Menurut Imam 
Al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah: 
a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 
b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan kasih sayang. 
c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. 
d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta 
kewajiban dan untuk memperoleh harta kekeyaan yang halal. 
e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas 
dasar cinta dan kasih sayang.22 
Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ 
kerohanian, sehinga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, unsur 
batin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting.23 Tujuan perkawinan 
menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah 
tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.24 
Menurut Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah 
untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan 
rumah tangga yang damai dan teratur.25 Tujuan perkawinan dalam Islam selain 
untuk kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga 
dan memelihara serta meneruskan keturunan, juga mencegah perzinahan, agar 
                                                            
22  Komairah, Hukum Perdata, Malang: UMM Pers, 2010, hlm. 40. 
23  Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, hlm. 22. 
24  Koro, Abdi, Perlindungan Anak dibawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan 
Perkawinan Sirih, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 47. 
25  Hasyim, Nur Hidayati, Upaya Kepala Desa dalam Meminimalisir Kawin Sirri, Malang: 
Skripsi, Fakultas Syari‟ah dan Universitas Islam Negeri Malang, 2007, hlm. 13. 
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tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman 
keluarga dan masyarakat. Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut: 
a. Menghilangkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat 
kemanusian; 
b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
ketuhanan yang maha Esa; 
c. Memperoleh keturunan yang sah; 
d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, 
memperbesar rasa tanggungjawab; 
e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahma (Keluarga yang 
tenteram, penuh cinta kasih, dan kasih saying) (Qs. Ar Ruum ayat 21); 
f. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizan sekaligus menaati perintah Allah 
SAW bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin 
antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah 
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.26 
Perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih 
kurang matang, baik fisik maupun mental emosionalnya, melainkan menuntut 
kedewasaan dan tanggung-jawab, serta kematanganan fisik, mental. Untuk itu 
suatu perkawinan haruslah dimulai dengan suatu persiapan yang matang. Selain 
untuk membentuk keluarga yang bahagia perkawinan juga bertujuan saling 
melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu 
dan mencapai kesejahteraan spiritual. 
                                                            




B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pra Nikah 
1. Pengertian Perjanjian pada Umumnya 
Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan mengenai definisi dari perjanjian, 
yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu 
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Suatu 
perjanjian yang sah harus terpenuhi 4 (empat) syarat, yaitu sebagai berikut: 
a. Kebebasan melakukan perjanjian dari para pihak. 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 
c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan 
d. Suatu sebab yang halal, artinya tidak terlarang (Pasal 1320 KUHPerdata).27 
Hukum perjanjian mengenal adanya 5 (lima) asas-asas perjanjian, yaitu 
sebagai berikut:  
a. Asas Konsensualisme 
Asas konsensualisme artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak 
saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa 
peirkatan itu sudah ada dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata 
sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan. 
Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata dinyatakan bahwa salah 
satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak artinya 
bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi cukup 
dengan adanya kesepakatan para pihak. Tetapi ada beberapa perjanjian tertentu 
yang harus dibuat secara tertulis misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian 
penghibahannya, pertanggungan dan sebagainya dengan tujuan sebagai alat 
                                                            
27 Subekti, R., Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 134 
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bukti lengkap daripada yang diperjanjikan.28 Pada Pasal 1339 KUHPerdata 
juga dinyatakan bahwa keterkaitan para pihak tidak hanya sebatas pada apa 
yang diperjanjikan tetapi juga menyangkut segala sesuatu yang menurut sifat 
perjanjian diharuskan oleh keputusan, kebiasaan, dan undang-undang. 
b. Asas pacta sunt servanda 
Pasal 1338 KUH Perdata menyabutkan bahwa semua persetujuan yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain 
dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh 
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan persetujuan-persetujuan itu 
harus dilaksanakan dengan itikad baik.29 
c. Asas kebebasan berkontrak 
Kebebasan berkontrak (Freedom of making contract) adalah salah satu 
asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah 
perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.30 Menurut 
Salim, asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan 
kebebasan kepada para pihak untuk:  
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian. 
2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun. 
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya. 
4) Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis maupun lisan.31 
                                                            
28 Tutik, Titik Triwulan, Op Cit., hlm. 249. 
29 Ibid, hlm. 249 
30 Ibid. 
31 Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 84 
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Pengaturan mengenai asas kebebasan berkontak tentang Pasal 1338 
ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa:“Semua perjanjian yang dibuat 
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 
Asas kebebasan berkontak bukanlah asas yang bebas mutlak, melainkan tetap 
memiliki batasan-batasan yang juga terdapat dalam KUHPerdata, yaitu Pasal 
1320 ayat (1), ayat (2), ayat (4) jo 1337, Pasal 1332 dan Pasal 1338 ayat (3). 
Batasan yang lebih luas yaitu asas kebebasan berkontak tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang 
dimaksud dengan kebebasan berkontak adalah menyangkut isi atau substansi 
suatu perjanjian. Artinya para pihak bebas menentukan isi atau bentuk 
perjanjian baik lisan maupun tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan 
undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 
Dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak menurut Mariam 
Darus Badrulzaman semakin sempit dilihat dari beberapa segi , yaitu:  
1) Dari segi kepentingan umum. 
2) Dari segi perjanjian baku. 
3) Dari segi perjanjian dengan pemerintah.32 
d. Asas Itikad Baik 
Itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 
1) Itikad Baik Yang Subyektif, maksudnya seseorang dalam melakukan suatu 
perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada 
waktu diadakan perbuatan hukum. 
                                                            
32 Badrulzaman, Marian Darus, Kompilasi Hukum Perikatan, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 
2010, hlm. 87. 
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2) Itikad Baik Yang Obyektif, pelaksanaan suau perjanjian harus didasarkan 
pada norma kepatutan, kesusilaan dan keadilan. 
e. Asas Keseimbangan 
Asas keseimbangan pertama kali diusulkan oleh Herlien Budiono 
dalam disertasinya yang berjudul asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian 
Indonesia, Hukum Perjanjian berdasarkan asas-asas Wigati Indonesia. Asas 
keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan 
pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendasarkan pemikiran 
dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa 
Indonesia pada lain pihak.33 
Asas keseimbangan perlu ditambahkan sebagai asas dalam hukum 
perjanjian Indonesia mengingat kenyataan bahwa KUH Perdata disusun 
dengan mendasarkan pada tata nilai (waarden en normen) serta filsafat hukum 
Barat. Padahal Indonesia mempunyai tata nilai dan filsafat hukum yang 
berbeda-. Asas-asas hukum khususnya hukum kontrak seharusnya didasarkan 
pada kesadaran hukum Indonesia yang hidup, baik berdasarkan hukum adat 
(seangat gotong royong, kekeluargaan, rukun, patut, pantas dan laras) maupun 
asas-asas hukum modern (asas konsensus, asas kebebasan berkontrak, dan asas 
kekuatan hukum mengikat).34 
 
                                                            
33 Budiono, Herlien, Het evenwichtsbeginsel voor het Indonesisch contractenrecht, 
Contractrechten op Indonesische beginselen geschoeid, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
dengan judul Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan 
Asas-Asas Wigati Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006. 
34 Budiono, Herlien, Ajaran Umum hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang 
Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014, hlm. 34-35 
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2. Pengertian Perjanjian Pra Nikah  
Secara etimologi perjanjian disebutkan sebagai perkataan yang menyatakan 
kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, persetujuan antara dua pihak syarat, 
ketentuan, tangguh, penundaan batas waktu.35 Pengertian perjanjian menurut 
ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan 
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau 
lenih lainnya. 
Rumusan pasal ini mencakup perjanjian dalam artian yang luas, tidak 
hanya perjanjian yang bersifat kebendaan namun juga perjanjian yang bersifat 
personal seperti perjanjian perkawinan. Perjanjian pra nikah sering juga disebut 
dengan perjanjian perkawinan. Jika diuraikan secara etimologi, maka dapat 
merujuk pada dua akar kata, perjanjian dan pernikahan. Dalam bahasa Arab, janji 
atau perjanjian biasa disebut dengan atau, yang dapat diartikan dengan persetujuan 
yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing 
sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.36 
Prenuptial Agreement atau perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang 
dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai 
yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara 
suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja 
yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta 
bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri 
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dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah 
satu pasangan. 
Biasanya perjanjian pra nikah dibuat untuk kepentingan perlindungan 
hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri. Memang pada 
awalnya perjanjian pranikah banyak dipilih oleh kalangan atas yang yang memiliki 
warisan besar. Membuat perjanjian pra nikah di perbolehkan asalkan tidak 
bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat 
istiadat. Hal ini telah diatur sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:  
”Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, keduabelah pihak atas 
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh 
pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak 
ketiga tersangkut”.  
 
Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, dikatakan Yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak 
termasuk Taklik Talak. Dalam ayat (2) dikatakan: perjanjian tersebut tidak dapat 
disahkan bilemana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Selain itu 
Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian pra nikah sebagaimana 
dikatakan dalam Pasal 47 bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan 
dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang 
disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. 
Konsep perjanjian pra nikah awal memang berasal dari hukum perdata 
barat KUHPerdata. Tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan ini telah mengkoreksi ketentuan KUHPerdata (buatan Belanda) 
tentang perjanjian pra nikah. Dalam Pasal 139 KUHPerdata: “Dengan 
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mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan 
beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan 
harta kekayaan asal perjanjia itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata 
tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini, menurut 
pasal berikutnya.” 
Bila dibandingkan maka KUH Perdata hanya membatasi dan menekankan 
perjanjian pra nikah hanya pada persatuan harta kekayaan saja, sedangkan dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat lebih terbuka, 
tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tetapi juga bisa diluar itu 
sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai 
moral dan adat istiadat. 
Secara agama, khususnya agama islam dikatakan dalam QS. Al-Baqarah :2 
dan Hadits: bahwa setiap Mukmin terikat dengan perjanjian mereka masing-
masing. Maksudnya, jika seorang Mukmin sudah berjanji harus dilaksanakan. 
Perjanjian pranikah tidak diperbolehkan bila perjanjian tersebut menghalalkan 
yang haram dan mengharamkan yang halal, contohnya : perjanjian pranikah yang 
isinya, jika suami meninggal dan mereka tidak dikaruniai anak, warisan mutlak 
jatuh pada istrinya. Padahal dalam Islam, harta suami yang meninggal tanpa 
dikaruniai seorang anak tidak seluruhnya jatuh kepada sang istri, masih ada 
saudara kandung dari pihak suami ataupu orangtua suami yang masih hidup.Hal 
diatas adalah “menghalalkan yang haram" atau contoh lain Perkawinan dengan 
dibatasi waktu atau namanya nikah mut'ah (kawin kontrak). Suatu Pernikahan 
tidak boleh diperjanjikan untuk bercerai." 
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Isi perjanjian pra nikah diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan 
menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, 
kesusilaan, hukum dan agama, Seperti telah dijelaskan diatas dalam point 1. 
Bahwa perjanjian pra nikah dasarnya adalah bentuk kesepakatan maka ia termasuk 
dalam hukum perjanjian buku III KUHPerdata, sebagaimana Pasal 1338: para 
pihak yang berjanji bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar kesusilaan, 
ketertiban umum dan undang-undang.37 
Biasanya perjanjian pra nikah berisi pengaturan penyelesaian dari masalah 
yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan, antara lain:38  
a. Tentang pemisahan harta kekayaan. Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh 
sebelum pernikahan yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum 
pernikahan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta bawaan yang 
didalamnya bisa termasuk harta warisan atau hibah, disebutkan dalam harta 
apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau isteri. 
b. Pemisahan harta pencaharian/pendapatan yang diperoleh selama pernikahan 
atau mengenai tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset 
baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, 
perceraian, atau kematian. Tetapi Untuk hal pemisahan pendapatan para pihak 
tidak boleh melupakan hak dan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, 
seperti dikatakan dalam Pasal 48 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: “Apabila 
dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta 
syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami 
                                                            




untuk memenuhi kebutuhan RT”. Dalam ayat (2) dikatakan: “Apabila 
perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat (1) 
dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan 
kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan RT”. Untuk biaya kebutuhan 
RT istri dapat membantu suami dalam menanggung biaya kebutuhan RT, hal 
mana bisa diperjanjikan dalam perjanjian pra nikah. Atau mungkin dalam 
rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja diperjanjiankan tentang 
bagaimana cara pembagian harta. 
c. Pemisahaan harta juga termasuk pemisahan utang, jadi dalam perjanjian 
pranikah bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi 
tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang 
dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa 
pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian. 
d. Tidak terbatas pada masalah keuangan saja, isi perjanjian pra nikah bisa 
meliputi hal-hal yang kira-kira dapat berpotensi menimbulkan masalah selama 
perkawinan, antara lain hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, 
tentang pekerjaan, tentang para pihak tidak boleh melakukan hal-hal 
sebagaimana diatur dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak 
adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama 
pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian 
ataupun kematian, juga tentang warisan dan hibah. 
e. Pada perjanjian pranikah juga dapat menyebutkan tentang tanggung jawab 
terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan, baik dari segi 
pengeluaran sehari-hari, maupun dari segi pendidikan. Walaupun pada 
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prinsipnya semua orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan 
dan tumbuh kembang anak, sehingga istri juga ikut bertanggung jawab dalam 
hal ini, itu semua bisa disepakati bersama demi kepentingan anak. 
f. Bahkan dalam perjanjian pra nikah dapat diperjanjikan bagi pihak yang 
melakukan poligami diperjanjikan mengenai tempat kediaman, Waktu giliran 
dan biaya RT bagi isteri yang akan dinikahinya (Pasal 52 KHI). 
Para pihak dalam perjanjian pra nikah tidak bisa mencantumkan klausul 
penentuan kewarganegaraan apakah anak yang dilahirkan kelak mengikuti 
kewarganegaraan ayah atau ibu, karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1968 tentang 
Kewarganegaraan, yang menganut asas ius sanguinis yaitu asas seorang anak akan 
mengikuti kewarganegaraan suami. 
Intinya dalam perjanjian pranikah hal hal yang disebutkan didalamnya 
tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama, 
Seperti telah dijelaskan di atas dalam point 1, dan kesepakatan dicapai setelah 
masing-masing pihak sepakat dan sukarelaan serta tidak ada paksaan. Pelanggaran 
atau tidak dijalankannya isi perjanjian pra nikah ini maka salah satu pihak dapat 
mengajukan gugatan perceraian ke PA atau PN setempat.39 
Biasanya konsep dasar akta perjanjian pra nikah sudah ada di semua 
notaris, tinggal nanti terserah pada masing-masing calon pasangan untuk 
menambahkan atau mengurangi. Notaris akan memeriksa bukti kelengkapan yang 
menunjang isi perjanjian tadi seperti bukti kepemilikan atas harta yang diklaim 
adalah milik salah satu pihak, Untuk memastikan kebenaran isi akta perjanjian pra 
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nikah. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh calon istri, calon suami, notaris dan 
dua orang saksi.  
Perjanjian perlu dapat dilaksanakan dengan akta Notaris karena Notaris 
berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan 
dan kepada notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk 
membuat akta otentik dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para 
pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris 
dan kewenangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 
Ketika penghadap datang ke notaris agar tindakan atau perbuatannya 
diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan notaris dan 
kemudian notaris membuatkan akta atas permintaan atau keinginan para 
penghadap tersebut maka dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan 
para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu harus menjamin 
bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah 
ditentukan sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta 
tersebut. Dengan hubungan hukum seperti ini maka perlu ditentukan kedudukan 
hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung jawab. 
 
3. Ruang Lingkup Perjanjian Pra Nikah 
Pada era globalisasi saat ini masyarakat Indonesia memerlukan akan 
adanya kepastian hukum tentang Perjanjian Pra Nikah khususnya pihak calon 
suami dan calon istri untuk melindungi setiap hak dari masing-masing pihak. Akan 
tetapi pada dewasa ini kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa Perjanjian Pra 
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Nikah merupakan suatu hal yang tabuh atau tidak sesuai dengan budaya 
ketimuran. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan 
bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UndangUndang 
Perkawinan terdiri atas 14 Bab yang meliputi 67 Pasal.  
Tentang Perjanjian Pra Nikah/Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat 
(1)-(4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 
pengertiannya dalam ayat (1) yang berarti, Pada waktu atau sebelum perkawinan 
dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan 
perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana 
isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Penerapan peraturan tentang 
Perjanjian Pra Nikah atau perjanjian kawin belum begitu nampak di Indonesia 
karena masyarakat Indonesia masih menganggap Perjanjian Pra Nikah masih 
sangat tabuh.Di negara barat, tentang Perjanjian Pra Nikah dianggap sudah biasa. 
Hal yang melatarbelakangi dibuatnya Perjanjian Pra Nikah ini ialah 
untukmenyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur 
bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada dasarnya dicampur 
menjadi satu kesatuan yang bulat. Sebab lain yang menjadi latar belakang 
diadakannya Perjanjian Perkawinan ialah jika diantara pasangan calon suami istri 
terdapat perbedaan status sosial yang menyolok, atau memiliki harta kekayaan 
pribadi yang seimbang, atau si pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiakan 
kepada salah seorang suami istri berpindah tangan kepada pihak lain, atau 
masingmasing suami istri tunduk pada hukum berbeda seperti yang terjadi pada 
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perkawinan campuran. Dengan diadakannya Perjanjian Perkawinan/Perjanjian Pra 
Nikah maka terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka 
untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.40 
Pada dasarnya perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan perlindungan 
hukum terhadap harta bawaan masing-masing, yaitu harta calon suami ataupun 
harta calon istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada 2 (dua) 
macam harta benda dalam perkawinan, yaitu: 
a. Harta bersama, yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang 
diperoleh selama perkawinan.Asal darimana harta ini diperoleh tidak 
dipersoalkan. Apakah harta itu didapat dari isteri atau suami, semuanya 
merupakan harta milik bersama suami-isteri. 
b. Harta bawaan, adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami isteri 
kedalam perkawinannya, harta benda yang diperoleh masing-masing baik 
sebagai hadiah atau warisan.  
Meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan 
dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan kepada pihak calon 
pasangan yang akan menikah dengan syarat surat perjanjian perkawinan isinya 
tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. 
Adapun manfaat dari perjanjian pranikah adalah dapat mengatur penyelesaian dari 
masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain: 
a. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta gono gini. 
Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru 
                                                            
40 Damanhuri, H.R, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Palembang:. 
Mandar Maju, 2012, hlm. 13-14. 
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dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan 
perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta. 
Semuanya menjadi harta gono gini. 
b. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja bikin 
perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai 
kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, 
baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, 
perceraian, atau kematian. 
c. Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur 
mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak 
yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah 
hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah 
perceraian, bahkan kematian. 
d. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut. Terutama 
mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus diatur 
sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal 
ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.41 
Pasal 1320 KUHPerdata, disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian 
di perlukan empat syarat, yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) 
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; dan 4) Suatu 
                                                            
41 Mike Rini, Perlukah Perjanjian Pra-nikah?, Danareksa online, 2 Maret 2005, (http://www. 
danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=), diakses pada 2 Oktober 2019, dikutip Dalam Ahmad 
Dahlan dan Firdaus Albar, Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita, Jurnal (Pusat Studi Gender 
STAIN Purwekorto, 2008). 
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sebab yang halal. Keempat syarat tersebut merupakan syarat pokok bagi setiap 
perjanjian, yang dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu : 
a. Syarat Subyektif, Suatu perjanjian yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat 
subyektif dapat dimintakan pembatalannya. Dengan kata lain perjanjian ini 
semula sudah dilaksanakan atau berlaku bagi para pihak, tetapi karena tidak 
terpenuhinya syarat subyektifnya, yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan 
dari para pihak, atas permintaan dari pihak yang meminta pembatalan dapat 
dinyatakan batal oleh hakim, jika tidak perjanjian tersebut selamanya sah dan 
berlaku. Syarat-syarat yang berhubungan dengan subyek perjanjian, terdiri 
dari: 1) Kesepakatan dan 2) Kecakapan. 
b. Syarat Obyektif, Suatu perjanjian adalah batal demi hukum karena tidak 
terpenuhinya syarat obyektif dari perjanjian sehingga dari semula sudah batal. 
Syarat-syarat yang berhubungan dengan obyek perjanjian, terdiri dari: 1) Hal 
tertentu, dan 2) Sebab yang halal. 
Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum 
perkawinan dilangsungkan, hal ini diatur pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974. Biasanya perjanjian dibuat untuk kepentingan hukum terhadap harta 
bawaan masing-masing suami ataupun isteri, meskipun undang-undang tidak 
mengaturnya secara jelas, segalanya diserahkan kepada para pihak. Sedangkan 
perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan Perjanjian 
perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, 
bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan 




4. Tujuan Perjanjian Pra Nikah 
Perkembangan zaman yang semakin pesat dan modern telah 
mempengaruhi cara berpikir manusia menjadi kritis sehingga perkawinan yang 
sakral dan suci dapat ternoda dengan adanya suatu perjanjian perkawinan. 
Maksudnya makna dari perkawinan itu sendiri telah dikesampingkan, dimana 
perkawinan itu untuk menyatukan, namun dengan adanya perjanjian perkawinan 
telah ada niat untuk tidak menyatukan terutama masalah harta, walaupun 
perjanjian perkawinan itu sendiri di perbolehkan dan tidak ada peraturan manapun 
yang melarang tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan sebenarnya 
berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu 
tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, 
perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak 
dan kewajibannya.  
Perjanjian kawin atau pernikahan menurut Pasal 139 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami 
dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Jadi, 
perjanjian kawin dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur 
harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang 
terpisah, artinya adanya harta diluar persatuan. 
Terkait hal mereka kawin dengan persatuan harta secara bulat, maka yang 
diperjanjikan adalah pengelolaannya. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang 
diadakan oleh bakal/calon suami/istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau 
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kekayaan sebagai akibat dari perjanjian mereka.42 Dengan demikian, perjanjian 
kawin perlu kalau calon suami istri pada saat akan menikah memang telah 
mempunyai harta atau selama perkawinan di harapkan didapatnya harta.  
Perjanjian kawin di Indonesia tidak begitu populer, karena mengadakan 
suatu perjanjian mengenai harta antara calon suami dan isteri, mungkin dirasakan 
banyak orang merupakan hal yang tidak pantas, bahkan dapat menyinggung 
perasaan. Lembaga hukum perjanjian kawin, pada dasarnya adalah lembaga dari 
hukum perdata barat. Namun pada saat ini, lembaga tersebut semakin diterima 
oleh kita sejalan dengan kemajuan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, 
serta paham induvidualisme yang mulai merasut dalam kehidupan kita. Lembaga 
tersebut akhirnya merupakan suatu kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia.  
Adapun yang menjadi tujuan pasangan suami istri membuat perjanjian 
perkawinan adalah: 
a. Melindungi secara hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami isteri, 
baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama. 
b. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak 
tentang masa depan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak, 
usaha, tempat tinngal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan 
hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan 
c. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah 
tangga.43 
                                                            
42 Andasasmita, Komar, Hukum Harta Perkawinan Dan Waris, Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek), Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat, 
1987, hlm. 53. 
43 Isnaeni, Moch., Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 86 
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Apabila perjanjian perkawinan ditinjau dalam Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974, bahwa perjanjian perkawinan bertujuan untuk penegasan tentang 
pengaturan dan permasalahan harta perkawinan antara suami isteri. Perjanjian 
perkawinan dibuat dengan tertulis, dibuat atas kesepakatan para pihak (suami 
isteri) dihadapan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sewaktu proses 
penandatanganan. Dalam Hukum Islam, perjanjian semacam ini sudah tertera di 
halaman akhir buku nikah, yang disebut sighat ta’liq dan dibacakan suami. 
Perjanjian perkawinan baru sah apabila dilakukannya sesudah perjanjian. Sebab 
itulah taklik talak, yang juga termasuk dalam perjanjian, dilaksanakan sesudah 
perkawinan dilangsungkan. Perjanjian pernikahan sebenarnya berguna untuk 
acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak 
mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian 
itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan 
kewajibannya. 
 
5. Sebab Terjandinya Perjanjian Pra Nikah 
Salah satu alasan kenapa perjanjian pranikah penting bagi wanita asal 
Indonesia yang menikah dengan seorangpria WNA ialah dibuat karena sampai saat 
ini Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 masih belum memihak 
wanita Indonesia yang menikah dengan pria asing. Dalam undang-undang itu 
disebutkan wanita Indonesia harus melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya 
dalam jangka waktu satu Tahun setelah menikah dengan WNA (Warga Negara 
Asing). Dalam undang-undang tersebut juga dikatakan, WNI bisa tetap mendapat 
hak kepemilikan atas tanah jika memiliki perjanjian nikah.  
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Dengan kata lain bahwa jika tidak dibuat suatu Perjanjian Pra Nikah, maka 
salah satu pihak yang berasal dari Indonesia (WNI) tidak dapat memiliki hak atas 
tanah selama kurang dari satu tahun. Tapi sebaliknya jika dibuat suatu Perjanjian 
Pra Nikah, maka aset bisa dimiliki oleh istri atau siapapun yang WNI-nya dan juga 
Hak warisnya juga mengikuti hukum Indonesia. Suatu alasan yang sangat penting 
sehingga perlu diadakannya Perjanjian Pra Nikah bagi para pihak yang akan 
menikah, ialah jika salah satu pihak (suami/ istri) sebelumnya pernah menikah, 
maka Perjanjian Pra Nikah ini sangatlah penting karena jika tidak dibuat perjanjian 
ini maka mempelai kedua tersebut akan memiliki/ memperoleh sebagian dari 
seluruh harta peninggalannya.Alasan dibuatnya Perjanjian Pra Nikah bukanlah 
semata-mata untuk bercerai dikemudian hari, tapi untuk melindungi hak-hak dari 
masing-masing pihak jika terjadi hal-hal yang tidak dikemudian hari. Karena 
Perjanjian Pra Nikah bukanlah merupakan suatu sarana untuk mempermainkan 
tujuan suci dari perkawinan itu sendiri melainkan perkawinan itu bertujuan untuk 
membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 
 
6. Proses Penerapan Perjanjian Pra Nikah 
Kebenaran perjanjian pra-nikah di Indonesia sendiri dilindungi secara 
hukum. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
yang menyatakan “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua 
belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang 
disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga 
terhadap pihak ketiga tersangkut.” Artinya hukum telah mengakui sahnya 
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perjanjian pra-nikah yang melindungi antar pasangan suami dan istri. Berikut 
proses pembuatan Perjanjian sampai penerapannya: 
a. Menulis keinginan masing-masing. Pasangan bisa berdiskusi, selanjutnya 
menuangkan semua hal yang ingin diatur dalam perjanjian pranikah. Perjanjian 
ini sifatnya bebas, namun terikat kontrak yang telah disahkan oleh notaris. 
b. Membawa konsultan hukum. Jika pasangan calon suami isteri bingung dalam 
menuangkan poin-poin perjanjian, maka bisa mendatangi konsultan hukum 
guna meminta pengarahan. Karena terkadang, pasangan yang baru berencana 
menikah butuh bantuan konselor untuk mendapatkan gambaran aturan demi 
aturan yang dituangkan dalam perjanjian pra nikah tersebut. 
c. Bawa ke Notaris. Setelah pasangan selesai menuliskan semua hal yang ingin 
dituangkan dalam perjanjian pra nikah, cukup membawanya langsung kepada 
notaris untuk segera disahkan. Untuk pembuatan perjanjian pra nikah tidak 
perlu datang ke pengadilan karena notaris sudah memiliki hukum yang kuat. 
d. Masih dapat diubah meskipun telah dibawa kepada Notaris. Setelah dibawan 
kepada notaris, pihak yang memiliki kewenangan hukum akan menyusun poin 
per poin dan kalimat demi kalimat yang telah dituliskan sebelumnya dalam 
format perjanjian pra nikah dan masih bisa mengubahnya bila berubah pikiran 
sebelum disahkan menjadi akta. 
e. Bawa Akta ke Lembaga Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). 
Langkah terakhir, bawalah perjanjian pra nikah tersebut ke Lembaga Catatan 
Sipil atau KUA setempat untuk segera didaftarkan. Pasalnya, perjanjian ini 
harus diserahkan sebelum prosesi ijab qabul. Oleh karena itu buatlah minimal 
dua bulan sebelum pernikahan diselenggarakan. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Ketentuan Hukum Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia 
Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 119 mengakibatkan terjadi persatuan 
bulat harta kekayaan perkawinan dalam hal ini pada prinsipnya dalam hubungan 
suami isteri tersebut hanya terdapat satu jenis kekayaan yaitu harta persatuan. 
Penyimpangan terhadap prinsip persatuan harta dimungkinkan oleh ketentuan 
pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya memberi 
kesempatan untuk suami dan isteri untuk membuat perjanjian kawin yang isinya 
mengatur tersendiri harta kekayaan asal perjanjian tersebut tidak menyalahi tata 
susila yang baik atau tata tertib umum.44 
Perjanjian kawin yang berisi penyimpangan terhadap persatuan bulat 
biasanya dibuat oleh calon suami dan isteri yang terdapat perbedaan ekonomi yang 
sangat tajam. Apalagi jika ada indikasi salah satu pasangan berniat menikah hanya 
untuk mengincar harta pasangan, selain itu ketika salah satu pasangan atau 
ternyata keduanya memiliki utang dalam jumlah besar sebelum menikah. 
Perjanjian perkawinan tersebut dibuat untuk menghindari risiko terjadinya 
penyitaan harta pasangan lainnya.45 
Hukum perjanjian pra nikah dalam perspektif perspektif hukum perdata 
tertuang dalam Pasal 139-154 KUHPerdata. Perjanjian perkawinan telah diatur 
                                                            
44 Hadikusuma, Hilman,  Hukum  Perkawinan  Indonesia,  Bandung:  Mandar Maju, 2007, 
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dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka 
perjanjian perkawinan diperbolehkan oleh undang-undang ini. Namun perincian 
pengaturannya tidak lengkap seperti dalam BW. Berdasar Pasal 66 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berisi:  
“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan 
berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks 
Ordonantie Christen Indonesiers S. 1993 Nomor 74), Peraturan Perkawinan 
Campuran (Regeling op degemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158), dan 
peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur 
dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. 
 
Pasal tersebut merupakan pasal peralihan yang mengatur bahwa peraturan 
di dalam BW dan peraturan-peraturan lainnya tentang perkawinan tidak dapat 
diberlakukan lagi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Namun terdapat beberapa hal yang tidak diatur secara mendetail di 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga BW 
masih dapat digunakan sebagai pegangan untuk pelaksanaannya.  
KUHPerdata terkandung asas-asas, bahwa kedua belah pihak adalah bebas 
dalam menentukan isi perjanjian kawin yang dibuatnya. Pasal 139 KUHPerdata 
menetapkan, bahwa dalam perjanjian kawin itu kedua calon suami istri dapat 
menyimpang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja 
penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan 
ketertiban umum dengan mengindahkan isi ketentuan Pasal 139 KUHPerdata.46 
Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian 
kawinnya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
                                                            
46 Tutik, Titik Triwulan, Op Cit., hlm. 112. 
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1. Tidak membuat janji-janji yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban 
umum. 
2. Perjanjian kawin tidak boleh mengurangi hak-hak karena kekuasaan suami, 
hak-hak karena kekuasaan orang tua, hak-hak suami istri yang hidup terlama. 
3. Tidak dibuat janji-janji yang mengandung pelepasan hak atas peninggalan.  
4. Tidak dibuat janji-janji, bahwa salah satu pihak akan memikul utang lebih 
besar dari pada bagiannya dalam aktiva.  
5. Tidak dibuat janji-janji, bahwa harta perkawinan akan diatur oleh undang-
undang negara asing. 
6. Dalam perjanjian perkawinan, isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala 
hal, asalkan tidak menyalahi aturan hukum yang telah berlaku, agama, dan 
kesusilaan. 
7. Isi perjanjian yang tidak melanggar barasan-batasan hukum, misalnya dalam 
perjanjian di tentukan istri tidak di di beri wewenang melakukan perbuatan 
hukum, hal ini melanggar batas-batas hukum karena hukum menentukan 
wanita yang bersuami berhak melakukan perbuatan hukum apapun. 
8. Isi perjanjian tidak melanggar batasan-batasan agama, misalnya dalam 
perjanjian itu suami istri tetap boleh bergaul dengan laki-laiki atau perempuan 
yang ada di luar. Ini jelas melanggar batas agama, sebab agama melarang dalm 
pergaulan bebas. Yang melanggar batas kesusilaan.47 
9. Mengenai perjanjian perkawian yang berkenaan dengan harta kekayaan, 
terdapat perbedaan prinsip antara ketentuan yang di atur oleh KUHPerdata dan 
                                                            




Undang-Undang Perkawinan. Dalam KUHPerdata ditentukan apabila tidak 
ditentukan perjanjian, sejak perkawinan di langsungkan terjadi penyatuan harta 
kekayaan suami dan harta kekayaan istri. 
Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan di katakan bahwa:  
”Pada waktu atau sebelum perkawinan di langsungkan kedua pihak atas 
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh 
pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak 
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. 
 
Perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bilamana melanggar batas-batas 
hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 (2)), dan perjanjian berlaku sejak 
perkawinan itu di langsungkan (Pasal 29 (3)), dan tidak dapat di rubah, apabila ada 
perubahan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan 
pihak ke tiga. 
1. Perjanjian dalam hukum adat. Perjanjian di lakukan sebelum waktu 
perkawinan berlaku di hukum adat yang di saksikan oleh pihak keluarga dan 
ketua adat. Sebagian besar perjanjian ini tidak di buat secara tertulis tetapi di 
umumkan di para anggota keluarga, tamu undangan yang hadir di pernikahan. 
Semisal seperti perjanjian tentang status suami dan istri apakah dalam 
perkawinan nya ini dalam bentuk perkawinan jujur atau kawin semenda.48 
2. Perkawinan dalam hukum agama. Hukum islam tidak menegaskan tentang 
rinci mengenai perjanjian perkawinan sebagai syarat dalam pernikahan. 
Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat perbedaan pendapat antara 
ulama mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hambali perjanjian itu sebagai berikut: 
                                                            




a. Kewajiban suami terhadap istri, seperti membelikan pakaian, tempat 
tinggal, dan nafkkah. Perjanjian seperti ini di sepakati oleh para ulama, dan 
wajib di penuhi oleh suami terhadap istri. 
b. Istri tidak boleh di keluarkan dari rumah tangga, tidak boleh di bawa 
merantau, dan tidak boleh di madu, menurut Hambali ini harus di penuhi, 
tetapi syafi’i menampik argumen tersebut dan tidak mewajibkan. 
c. Suami harus mencerai istri terlebih dahulu yang ada untuk melangsungkan 
pernikahan yang berikutnya, para ulama tidak mewajibkan karena ada 
larangan dari Rasulullah. 
Menurut ketentuan Pasal 147 BW perjanjian perkawinan harus dibuat 
dengan syarat sebagai berikut: 
1. Dengan akta notaris. Hal ini dilakukan untuk keabsahan perjanjian 
perkawinan, juga untuk: 
a. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa oleh karena akibat daripada 
perjanjian ini akan dipikul seumur hidup. 
b. Untuk adanya kepastian hukum. 
c. Sebagai alat bukti sah. 
d. Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan pasal 
149 BW (setelah dilangsungkan perkawinan dengan cara apapun juga, 
perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah). 
Perjanjian yang akan didaftarkan diharuskan dituangkan dalam akta 
notaris sebab dasar untuk mencatat perjanjian tersebut adalah salinan akta 
notaris yang kemudian akan dicatatkan pada catatan pinggir dalam akta nikah 
pasangan suami isteri. Tugas dari pegawai Kantor Catatan Sipil hanya sebatas 
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pencatatan pada akta nikah sebab masalah poin-poin yang diperjanjikan adalah 
persetujuan pasangan suami dan isteri serta notaris yang membantu mereka 
dalam membuat perjanjian tersebut, dengan adanya akta notaris perjanjian 
tersebut tidak akan diragukan lagi. 
2. Pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan 
Syarat ini diadakan dengan maksud agar setelah perkawinan 
dilangsungkan dapat diketahui dengan pasti mengenai perjanjian perkawinan 
berikut isi perjanjian perkawinan itu. Perjanjian perkawinan berlaku sepanjang 
perkawinan berlangsung dan tidak dapat diubah. Jadi selama perkawinan 
berlangsung hanya berlaku satu macam hukum harta perkawinan kecuali bila 
terjadi pisah harta kekayaan.49  
Tiga bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih calon suami isteri tersebut 
yaitu:50 
a. Perjanjian Kawin dengan Kebersamaan Untung dan Rugi dalam Pasal 115 
KUHPerdata disebutkan: 
Jika dalam perjanjian perkawinan oleh kedua calon suami isteri 
hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan untung dan rugi, maka 
berartilah bahwa perjanjian yang demikian, dengan sama sekali tak berlakunya 
persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah 
berakhirlah persatuan suami isteri, segala keuntungan pada mereka yang 
diperoleh sepanjang perkawinan harus dibagi antara mereka berdua, sepertipun 
segala kerugian harus mereka pikul berdua. 
                                                            
49 Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, Marthalena, Hukum Orang dan Keluarga Pohan, 
Surabaya: UNAIR, 2008, hlm. 77. 
50 Ibid., hlm. 88. 
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Ketentuan mengenai persatuan untung rugi ini tidak semua harta 
kekayaan suami isteri dicampur menjadi harta persatuan, tetapi hanya sebagian 
dari harta kekayaan suami isteri saja yang merupakan keuntungan dan 
kerugian yang timbul selama perkawinan. Harta kekayaan (semua laba dan 
hutang) suami isteri yang mereka bawa dalam perkawinan dan harta yang 
mereka peroleh dengan cuma-cuma (hadiah, warisan) sepanjang perkawinan 
adalah modal tetap milik pribadi suami atau isteri dan masing-masing tidak 
masuk dalam kebersamaan, sehingga terdapat tiga macam harta kekayaan, 
yaitu: 
1) Milik pribadi suami 
2) Milik pribadi isteri 
3) Untung dan rugi yang masuk dalam kebersamaan.51 
b. Perjanjian Kawin dengan Kebersamaan Hasil dan Pendapatan 
Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan (gameenschap van 
vruchten en inkomsten) undang-undang hanya memuat satu pasal (Pasal 164 
BW). Ketentuan dalam perjanjian kawin, menetukan antara suami dan isteri 
hanya akan ada kebersamaan hasil dan pendapatan, sehingga berarti tidak akan 
ada kebersamaan bulat atau menyeluruh menurut undangundang dan tidak 
akan ada pula kebersamaan untung dan rugi. Demikian halnya pada 
kebersamaan hasil dan pendapatan, juga terdapat kemungkinan adanya tiga 
jenis harta kekayaan yaitu: harta kekayaan suami, harta kekayaan isteri dan 
harta kekayaan kebersamaan hasil dan pendapatan. Mengenai kebersamaan 
hasil dan pendaptan ini dahulu terdapat banyak pendapat, tetapi sekarang dapat 
                                                            
51 Ibid., hlm. 90. 
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dikatakan bahwa pada umumnya orang berpendapat: kebersamaan 
tersebutdalam banyak hal sama dengan kebersamaan untung rugi. 
Perbedaannya, apabila kebersamaan tersebut menujukkan kerugian (saldo 
negatif), maka suami yang mengurusi kebersamaan itu. Dengan kata lain, 
suami harus memikul seluruh kerugian. Apabila kebersamaan itu 
menimbulkan keuntungan, maka keuntungan ini dibagi antara suami isteri. 
Hal ini sesuai dengan Pasal 105 KUHPerdata yang menentukan bahwa, 
“setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami isteri. Ia (suami) harus 
mengurus harta kekayaan itu laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, 
dan karenanyapun bertanggung jawab atas segala kealpaan dalam pengurusan 
itu”. Pasal tersebut dapat dilihat bahwa KUHPerdata menempatkan suami 
berperan lebih besar dalam keluarga, sehingga kerugian yang timbul dalam 
praktek perjanjian perkawinan dalam bentuk persatuan hasil dan pendapatan 
menjadi tanggungan suami. 
c. Peniadaan terhadap Setiap Kebersamaan Harta Kekayaan 
Bentuk perjanjian ini menginginkan adanya pemisahan sama sekali atas 
kekayaan calon pasangan suami isteri sepanjang perkawinan, maka dalam 
perjanjian perkawinan yang dibuat harus menyatakan bahwa antara calon 
suami isteri tersebut tidak akan ada percampuran harta dan secara tegas 
dinyatakan tidak ada persatuan untnnung rugi. Setiap peniadaan kebersamaan 
hanya ada dua kemungkinan dalam harta kekayaan, yaitu harta kekayaan milik 
pribadi suami dan milik pribadi isteri. Tidak ada kemungkinan adanya harta 




Masyarakat yang memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan 
pada umumnya adalah mereka yang memiliki latar belakang perkerjaan 
sebagai pengusaha atau mereka yang memilih menikah dengan warga negara 
asing. Mereka lebih menekankan pada pemisahan harta. Pasangan suami isteri 
tersebut tidak menghendaki adanya persatuan harta benda dan mereka yang 
melangsungkan perkawinan dengan warga negara asing menekankan bahwa 
tidak ada persatuan harta benda khusus untuk aset dan properti di Indonesia. 
Asas-asas yang ditentukan dalam BW menyatakan, bahwa calon suami 
isteri bebas untuk menentukan isi perjanjian kawin yang mereka kehendaki. Pasal 
139 BW menentukan bahwa dalam perjanjian kawin, kedua calon suami isteri 
dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam lebersamaan 
harta kekayaan, dengan syarat penyimpangan-penyimpangan itu tidak 
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (openbare orde).  
Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan dapat 
dikemukakan pendapat ahli hukum, antara lain: 
1. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat 
apa saja yang berhubungan dengan kewajiban suami isteri maupun mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. 
2. R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan 
perundang-undangan, dan tidak ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan 
bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang 
berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan 
3. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat 
memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang 
57 
 
hukum kekayaan dan hal itu menyangkut mengenai harta yang merupakan 
harta pribadi suami isteri yang dibawa dalam perkawinan.52 
Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian kawin 
dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:53 
1. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan Pasal 23 A.B tersebut dan 
Pasal 1335 BW yang menentukan bahwa perjanjian yang dibuat karena sebab 
(causa) palsu dan terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut 
sama dengan larangan untuk kawin dengan lebih dari seorang istri atau 
larangan untuk meminta cerai. Meskipun kedua hal tersebut tidak secara tegas 
diatur dalam BW, namun tidak diperkenankan dimuat dalam perjanjian kawin. 
2. Tidak dimuat janji-janji yang menyimpang dari: 
a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala perkawinan 
(Pasal 140 ayat 1), misalnya hak suami untuk menentukan tempat 
kediaman atau untuk mengurus kebersamaan harta (Pasal 124BW) 
b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (ouder lyke macht), 
misalnya hak nuntuk mengurus harta kekayaan anak-anak dan mengambil 
keputusan-keputusan mengenai pendidikan atau mengasuh anak-anak (isi 
kekuasaan orang tua ditentukan dalam Pasal 298 dan seterusnya) 
c. Hak-hak yang ditentukan undang-undang bagi mempelai yang hidup 
terlama (langstlevende echtgenoot) misalnya, untuk menjadi wali dan 
                                                            
52 Darmabrata, Wahyono & Syajarif, Surini Ahlan, Hukum Perkawinan dan Keluarga di 
Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 80-81. 
53 Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, Marthalena, Hukum Orang dan Keluarga Pohan, 
Surabaya: UNAIR, 2008, hlm. 85. 
58 
 
berwenang untuk menunjuk seorang wali dengan testament (Pasal 140 
BW) 
3. Tidak dibuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas peninggalan 
orang-orang yang menurunkannya. Hal ini (Pasal 141 BW) dirasakan 
berlebihan (overbodig), oleh karena Pasal 1063 BW telah mengatur pula 
larangan untuk melepaskan hak mewaris dari orang yang masih hidup. 
4. Calon suami isteri tidak boleh membuat perjanjian (beding) dengan kata-kata 
umum (in algemene bewoordingen) bahwa hukum harta perkawinan mereka 
akan diatur oleh undang-undang negara asing, atau oleh adat kebiasaan, kitab 
undang-undang atau peraturan-peraturan setempat yang berlaku di Indonesia. 
Ketentuan ini diadakan untuk kepastian hukum. Jadi yang diperbolehkan 
adalah apabila isi undang-undang negara asing atau hukum adat kebiasan itu 
dirumuskan sedetail atau sejelas-jelasnya. 
 
B. Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan dari Perjanjian Pra Nikah  
Perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata maupun Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai 
harta benda suami isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas 
atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang, karena pada kedua peraturan 
tersebut pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu, 
menjadi harta bersama.  
Perjanjian perkawinan ini dibuat untuk mengadakan penyimpangan 
terhadap persatuan harta kekayaan tersebut. Ada berbagai macam alasan orang 
memperjanjikan terpisahnya harta atau harta tertentu dan/atau pengelolaan atas 
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harta tertentu di dalam perjanjian kawin. Dimana dalam perkawinan dengan 
persatuan harta secara bulat atau harta terpisah, pasti ada akibat yang terjadi. 
Adapun alasan dan akibat yang mungkin timbul dari perjanjian perkawinan ini, 
antara lain: 
1. Dalam perkawinan dengan persatuan secara bulat. Dimana mempunyai akibat 
istri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan semena-mena suami 
atas harta tak bergerak dan harta bergerak tertentu lainnya, yang dibawa isteri 
ke dalam perkawinan. Tanpa adanya pembatasan yang diperjanjikan isteri 
dalam perjanjian perkawinan, suami mempunyai wewenang penuh atas harta 
persatuan. Termasuk semua harta yang dibawa isteri ke dalam persatuan 
tersebut. 
2. Dalam perkawinan dengan harta terpisah, adanya perjanjian merupakan 
perlindungan bagi isteri terhadap kemungkinan dipertanggung-jawabkannya 
harta tersebut terhadap utang-utang yang dibuat oleh suami atau sebaliknya. 
Akibat hukum lain dari dibuatnya perjanjian perkawinan sudah pasti adalah 
pisahnya harta yang didapat pada saat sebelum perkawinan berlangsung maupun 
selama perkawinan berlangsung sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam 
perjanjian perkawinan. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi dari 
perjanjian perkawinan, maka hal itu dapat dijadikan alasan dalam penggugatan 
cerai. Perjanjian perkawinan juga dapat mengikat kepada pihak ketiga selama 
pihak ketiga juga terlibat dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. 
Perjanjian perkawinan itu dibuat di hadapan notaris dengan tujuan sebagai berikut: 




2. Pemberian-pemberian hadiah (schenking) dari suami kepada isteri atau 
sebaliknya, atau pemberian hadiah timbal balik antara suami dan isteri (Pasal 
168 BW). 
3. Membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan yang 
ditentukan oleh Pasal 124 ayat (2) BW, sehingga ”tanpa bantuan” isterinya, 
sang suami tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat memutus 
(beschikken). Hal yang sama berlaku juga terhadap benda-benda bergerak 
maupun tak bergerak yang dibawa isteri (aanbrengst) atau terhadap 
bendabenda yang diperolehnya sepanjang perkawinan yang beratasnamakan 
isteri (Pasal 140 ayat (3) BW). 
4. Sebagai testamen dari suami untuk isteri atau sebaliknya, atau testamen timbal 
balik (Pasal 169 BW). 
5. Pemberian hadiah (schenking) oleh ”pihak ketiga” kepada suami dan atau isteri 
(Pasal 176 BW). 
6. Sebagai testamen dari ”pihak ketiga” kepada suami dan atau isteri (Pasal 178 
BW). Baik testamen maupun schenking yang dimaksud oleh point 4) hingga 6) 
mungkin saja terjadi, jika kebersamaan harta kekayaan dibatasi atau 
ditiadakan. 
Dilain pihak, dalam point 5) dan 6) seperti yang telah disebutkan, 
perjanjian kawin tersebut tidak hanya mengikat suami dan isteri saja, akan tetapi 
juga mengikat pihak ketiga yang menjadi pihak (partij) dalam perjanjian tersebut 
dan ikut serta menandatangani aktenya. Selain penjelasan-penjelasan di atas, 
menurut ketentuan Pasal 140 ayat (2) BW, seorang isteri masih dapat mengadakan 
pengurusan atau pemeliharaan (beheer) atas harta kekayaan pribadinya. 
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Perjanjian Perkawinan/Perjanjian Pra Nikah merupakan suatu peristiwa 
hukum yang memiliki akibat yang sudah diatur oleh hukum/Undang-Undang yang 
berlaku. Akibat yuridis dari Perjanjian Perkawinan/ Perjanjian Pra Nikah ialah 
meliputi: 
1. Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri, 
2. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan, 
3. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, 
dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai 
pencatat perkawinan.54 
Perjanjian Perkawinan yang telah disahkan oleh pegawai pencatat 
perkawinan/nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi 
pihak calon suami istri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut. Jika Perjanjian 
Perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi 
pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak 
kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan 
perceraian. 
Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya 
perjanjian-perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat-syarat khusus 
menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (telah disahkan oleh 
pegawai pencatat perkawinan) harus dipandang berlaku sesuai dengan Undang-
Undang bagi pihak yang berjanji. Dalam pasal 1338 KUH Perdata yang 
menegaskan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
                                                            
54 Muhammad, Abdulkadir, Hukum perdata Indonesia, Cet .III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2000, hlm. 99. 
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Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak 
dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-
alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-
persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” 
Akibat dibuatnya suatu Perjanjian Pra Nikah itu dapat berupa hubungan 
antara suami istri, masalah hubungan orang tua dengan anak dan masalah yang 
paling mencolok yaitu mengenai harta benda masing-masing pihak yang membuat 
perjanjian. Mengenai pengaturannya dapat dilihat dalam Undang-Undang 
Perkawinan. Masalah-masalah itu masing-masing dalam Bab VI yaitu mengenai 
hak dan kewajiban suami istri, Bab IX mengenai kedudukan anak, Bab X 
mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak dan yang terakhir pada Bab VII 
mengenai harta benda dalam perkawinan. 
Jadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dan merugikan 
pihak lain, maka bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya itu ke 
Pengadilan baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti 
rugi. Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pelanggaran atas 
Perjanjian Perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan 
perkawinan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan 
Agama. Sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi, jika dilihat murni wanprestasi 
terhadap suatu perjanjian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut 
ganti rugi terhadap perjanjian yang tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi. 
Uraian diatas dapat dilihat hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan 
kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi 
sebagai pengganti hak pihak yang dirugikan. Namun hal ini tidak serta merta 
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terjadi, melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar 
tegugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai dengan 
kesepakatan para pihak yang berjanji. Sebaliknya Pasal 1374 KUH Perdata 
menyatakan: “Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti 
rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal 
yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan dimuka umum 
dihadapan hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan 
perbuatan yang telah ia lakukan; bahwa ia minta maaf karenanya, dengan 
menganggap si terhina sebagai orang yang terhormat.” 
Penjelasan Pasal 1374 KUH Perdata dan dapat dipetik suatu makna yang 
terpenting ialah perjanjian-perjanjian itu haruslah dijalankan oleh para pihak 
dengan itikad baik dan kepatuhan. Jika terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian 
Perkawinan, maka pelanggaran terhadap Perjanjian Perkawinan tersebut dapat 
dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Alasan 
dibuatnya suatu Perjanjian Pra Nikah ialah bukan untuk bercerai dikemudian hari 
tapi cenderung untuk melindungi para pihak (suami/ istri) jika terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan selama perkawinan. Ada beberapa dampak positif dari Perjanjian 
Pra Nikah ini bagi para pihak yang membuatnya, yaitu: 
1. Semuanya tertata jelas. Adanya perjanjian pranikah kehidupan rumah tangga 
semakin jelas sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh masing-masing pihak. 
2. Harta dan utang. Masalah harta dan utang bisa menjadi masalah yang pelik 
ketika pasangan suami istri memutuskan berpisah, dengan surat ini jelas diatur 
bahwa harta dan utang suami menjadi milik dan tanggung jawab suami pun 
demikian yang terjadi pada sang istri. 
64 
 
3. Membuat usaha. Dengan perjanjian ini, pasangan suami istri mudah dan dapat 
secara profesional membuat suatu usaha baru. Ini terjadi karena kekayaan yang 
dihitung bukan atas nama satu orang, tetapi nama masing-masing. 
Di samping memiliki dampak positif, Perjanjian Pra Nikah ini juga 
memiliki dampak negatif yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perkawinan. 
Dampak tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut: 
1. Egois. Sisi negatifnya, perjanjian ini bisa menjadi bumerang karena 
menunjukan sisi egois baik dari suami maupun istri. Salah satu dari pasangan 
suami istri bisa lebih kuasa karena memiliki harta lebih banyak.  
2. Pengaruh negatif. Hal negatif lainnya, selingkuh ataupun berfoya-foya sering 
terjadi karena tidak ada pengawasan terhadap harta yang dihasilkan setelah 
pasangan suami istri menikah. Idealnya suami bisa jadi lebih peduli dengan 
harta yang ia punya begitu juga dengan sang istri.  
3. Ketakutan berlebih. Perjanjian pranikah ini bisa menjadi gambaran bahwa ada 
rasa takut berlebih dari Anda maupun pasangan untuk menjalani hidup 
bersama. Perlu diingat kembali, bahwa jika Anda sudah memutuskan untuk 
menikah, berarti Anda siap menerima pasangan Anda seutuhnya dan sudah 
mengenal karakter pasangan Anda.  
Peraturan pelaksanaan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang 
perjanjian pra nikah. Pasal 12 h Peraturan Pemerintah N0\o. 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan 
“Perjanjian Perkawinan apabila ada”. Jadi bila ada Perjanjian Perkawinan maka 
harus dimuat dalam Akta Perkawinan dan sebaliknya. Maka apabila ada suatu 
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perjanjian, tapi tidak dimuat dalam akta maka akta itu tidak sempurna. Adapun 
manfaat dari Perjanjian Pra Nikah itu sendiri, antara lain: 
1. Untuk melindungi harta kekayaan dari masing-masing pihak (calon 
suami/istri). Hal ini membuktikan bahwa pasangan calon suami-istri akan 
menikah dengan anda bukan dengan harta benda yang dimiliki. 
2. Untuk melindungi kepentingan dari para pihak. Artinya jika pihak suami 
melakukan poligami, maka akan ada pengaturan mengenai kehidupan semua 
istri dan harta masing-masing perkawinan terpisah.  
3. Menjamin para pihak (suami/istri) dalam hal hutang dari masing-masing pihak.  
4. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. 
5. Menjamin kondisi finansial setelah perkawinan putus atau berakhir. Hal ini 
cenderung bermanfaat bagi perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan. 
Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi dalam pembuatan suatu 
perjanjian, yaitu tentang hal tercapainya suatu tujuan (apabila kedua belah pihak 
memenuhi kewajiban dan hak timbal balik secara penuh), tidak tercapainya tujuan 
(apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya), dan terjadi keadaan yang 
bukan tujuan (apabila kerugian akibat perbuatan melawan hukum).55 Perlu 
diperhatikan dalam membuat perjanjian pra nikah bahwa tidak lama sesudah 
perjanjian pra nikah, perkawinan sudah harus dilangsungkan. Sebab bilamana 
salah seorang yang diperlukan izinya untuk perkawinan itu meninggal terlebih 
dahulu maka haruslah perjanjian kawin yang telah dibuat itu diganti dan harus 
dibuat yang baru dengan bijstand dari orang yang isinya diperlukan pada saat itu. 
                                                            
55 Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cet.V. Bandung: Citra Aditya Bakti, 






1. Ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum perdata di Indonesia diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian perkawinan 
harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan. Bentuk dari 
perjanjian perkawinan ini antara lain perjanjian kawin dengan kebersamaan untung 
rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan 
harta kekayaan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar 
batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak 
perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut 
tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk 
merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga 
2. Akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah, yaitu 
perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri, perjanjian mengikat pihak ketiga 
yang berkepentingan, dan perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua 
pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta 
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan yang 
memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian-perjanjian menurut Pasal 1320 
KUH Perdata dan syarat-syarat khusus menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974, (telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan) harus 
dipandang berlaku sesuai dengan undang-undang bagi pihak yang berjanji.  
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B. Saran  
1. Bagi masyarakat yang ingin mengadakan perjanjian pra nikah agar memahami 
prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan terlebih dahulu 
dipahami isi perjanjian dan agar memiliki kekuatan hukum, maka hendaknya 
perjanjian pra nikah tidak hanya dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta 
notaris namun juga perlu didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan bukan 
hanya cukup sampai di notaris.  
2. Calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan pernikahan dan 
menginginkan dibuatnya perjanjian perkawinan sebaiknya pasangan tersebut 
mengetahui dengan rinci segala hal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan 
mulai dari bentuk, syarat serta akibat hukum yang timbul dengan adanya 
perjanjian perkawinan tersebut. 
3. Meskipun pembuatan perjanjian pra nikah dibolehkan oleh Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata namun bagi para pihak mempelai untuk tidak membuat perjanjian kawin 
ini karena perkawinan adalah didasarkan atas saling percaya dan saling memberi 
serta setelah berlangsungnya perkawinan antara pihak saling memberi dan 
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